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KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

10.

PROVINSI SUMATERA BARAT,

bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat,
dipandang perlu dilakukan penetapan Daftar Informasi Publik
Tahun 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Sumatera Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang
Penetapan Daftar Informasi Publik pada Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektonik;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sumatera Barat;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan di Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik;
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12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di
lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Daerah;

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2020
tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Daftar Informasi Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu
terdiri dari informasi yang wajib disediakan secara berkala, tersedia
setiap saat, serta merta dan dikecualikan sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 24 Januari 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NIP. 19651212 199112 1 001



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR :05.2 TAHUN 2023
TANGGAL : 24 JANUARI 2023

TENTANG : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT

NO JENIS INFORMASI

BENTUK INFORMASI

BIDANG PENANGGUNG
JAWAB

LOKASI DAN WAKTU
PEMBUATAN

RETENSI (JANGKA WAKTU
PENYIMPANAN) ARSIP

KET

1 Informasi Yang Wajib
Disediakan Secara Berkala

2 Informasi Yang Wajib

Disediakan Secara Berkala

3 Informasi Yang Wajib
Disediakan Secara Berkala

4 Informasi Yang Wajib
Disediakan Secara Berkala

Profil OPD, meliputi :

- Domisili, alamat lengkap

- Struktur organisasi

- Profil singkat pejabat struktural
- Tugas dan fungsi

- LHKPN

Informasi Program dan Kegiatan :

-DPAOPD
- Agenda penting lainnya

Informasi Kinerja OPD, meliputi :

- Indikator Kinerja Utama
- LAKIP

Informasi Laporan Keuangan OPD meliputi :

- Laporan keuangan (audited )

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Padang, tahun 2023

Padang, tahun 2023

Padang, tahun 2023

Padang, tahun 2023, tahun N-
1

Sesuai dengan kebutuhan

Sesuai dengan masa berlaku
RPJMD

Sesuai dengan masa berlaku
RPJMD

Sesuai dengan kebutuhan




10

Informasi Yang Wajib
Disediakan Secara Berkala

Informasi Yang Wajib
Disediakan Secara Berkala

Informasi Yang Wajib
Disediakan Secara Berkala
Informasi Yang Wajib
Disediakan Secara Berkala
Informasi Yang Wajib

Disediakan Secara Berkala

Informasi Yang Wajib
Disediakan Secara Berkala

Informasi Perda, Pergub, Keputusan Gubernur
atau produk hukum lainnya yang dikeluarkan
pemerintah daerah

Informasi Pengadaan Barang dan Jasa :

- Rencana Umum Pengadaan

Data Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Yang
Terdaftar Pada Badan Kesbangpol.

Data Partai Politik yang memperoleh kursi di
DPRD Provinsi dan memperoleh bantuan
keuangan

Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai
Politik

Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD Prov.
Sumbar

Sekretariat, Bidang
Kewaspadaan Nasional
dan Penanganan Konflik

(PK), Bidang Politik
Dalam Negeri (Poldagri),

Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa
(IWKKB), Bidang
Ketahanan Ekonomi,
Agama, Sosbud dan
Ormas (Kesba Ormas)

Sekretariat

Bidang Kesba Ormas

Bidang Poldagri

Bidang Poldagri

Bidang Poldagri

Padang, tahun 2023

Padang, tahun 2023

Padang, tahun 2023

Padang, tahun 2023

Padang, tahun 2023

Padang, tahun 2023

Sesuai dengan kebutuhan

Sesuai dengan kebutuhan

Sesuai dengan kebutuhan

Sesuai dengan kebutuhan

Sesuai dengan kebutuhan

Sesuai dengan kebutuhan
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12

13

14

15

16

Informasi Yang Wajib
Disediakan Secara Berkala

Informasi Yang Wajib
Disediakan Secara Berkala

Informasi Yang Wajib
Diumumkan Secara Serta
Merta

Informasi Yang Wajib

Tersedia Setiap Saat

Informasi Yang Wajib
Tersedia Setiap Saat

Informasi Yang Wajib
Tersedia Setiap Saat

Kegiatan kegiatan bidang/sekretariat yang
dilaksanakan

Sambutan Gubernur pada kegiatan kegiatan yang
diselenggarakan

Informasi mengenai konflik sosial dan
antisipasinya, aksi teror, atau gangguan pada
utilitas publik (apabila terjadi, sesuai dengan
ruang lingkup tugas)

Daftar Informasi Publik (DIP) Tahunan

Dokumen Perencanaan Lima Tahunan dan
Tahunan :

- Renstra OPD

- Renja OPD

Informasi kegiatan pelayanan informasi publik
yang dilaksanakan meliputi :

- Sarana dan prasarana layanan

- SDM pelayanan publik

- Anggaran layanan informasi publik dan
pelaporannya

Sekretariat, Bidang
Kewaspadaan Nasional
dan PK, Bidang Poldagri,

Bidang IWKKB, Bidang
Kesba Ormas

Sekretariat, Bidang
Kewaspadaan Nasional
dan PK, Bidang Poldagri,

Bidang IWKKB, Bidang
Kesba Ormas

Bidang Kewaspadaan
Nasional dan PK

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat, Bidang
Terkait

Padang, tahun 2023

Padang, tahun 2023

Padang, tahun 2023

Padang, tahun 2023

Padang, tahun 2023

Padang, tahun 2023

Sesuai dengan kebutuhan

Sesuai dengan kebutuhan

Situasional

Satu tahun (sesuai dengan
kebutuhan)

Sesuai dengan masa berlaku
RPJMD

Sesuai dengan kebutuhan
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Informasi Yang Wajib
Tersedia Setiap Saat

Informasi Yang Dikecualikan

Informasi publik lainnya yang dinyatakan terbuka
untuk masyarakat (apabila ada).

Informasi publik yang tidak dapat diakses oleh
publik sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan, yang ditetapkan kemudian dengan
Keputusan Gubernur.

Sekretariat, Bidang
Kewaspadaan Nasional
dan PK, Bidang Poldagri,

Bidang IWKKB, Bidang
Kesba Ormas

Bidang Kewaspadaan
Nasional dan PK

Padang, tahun 2023 Situasional

Padang, tahun 2023 -

Padang, Januari 2023
PALA BADAN

Dr. H. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si




